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EDITORIAL
Obral Survei

PEMILU 2014 masih dalam hitungan tahun. Masa
kampanye juga masih jauh dari hitungan hari. Na-
mun, sejumlah lembaga survei mulai sibuk melaku-
kan jajak pendapat soal siapa calon presiden (capres)
terpopuler pada Pemilu 2014.

Bak pedagang kaki lima yang berteriak mengobral
dagangan mereka, lembaga-lembaga survei tersebut
saling sahut mengumumbkan capres terpopuler versi
lembaga mereka. Setidaknya ada tiga lembaga survei
yang secara beruntun merilis hasil jajak pendapat ter-
kait dengan nama-nama capres dan cawapres terpopu-
ler pada 2014 dalam beberapa pekan terakhir ini.

Mereka ialah Jaringan Suara Indonesia (JSI), Reform
Institute, dan Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS).

Hasil survei ketiga lembaga tersebut mencengang-
kan karena beda lembaga survei, beda pula nama
capres yang mereka sebut paling diidamkan. Bahkan
bisa terjadi, nama capres terpopuler versi satu lembaga
tidak muncul sama sekali di lembaga lain.

Umpamanya hasil survei Reform Institute yang
menempatkan Aburizal
Bakrie, Prabowo Subian-
to, Jusuf Kalla, Hidayat
Nur Wahid, dan Ani
Yudhoyono sebagai lima
besar capres terpopuler.

Namun, nama Jusuf
Kalla, Ani Yudhoyono,
dan Hidayat Nur Wahid
tidak muncul sama sekali
pada hasil survei SSS
yang justru menempat-
kan Prabowo Subianto,
Mahfud MD, Sri Mulya-
ni Indrawati, Aburizal
Bakrie, dan KH Said Aqil Siradj sebagai lima capres
terpopuler pada pilpres mendatang.

Nama berbeda disodorkan JSI sebagai capres
terpopuler, yaitu Megawati, Prabowo Subianto,
Aburizal Bakrie, Wiranto, dan Sri Sultan Hamengku
Buwono X.

Munculnya nama-nama capres terpopuler yang
berbeda antara satu lembaga survei dan yang lain
melahirkan pertanyaan soal objektivitas hasil jajak
pendapat itu. Apakah lembaga-lembaga survei terse-
but betul-betul independen dan secara fair menyurvei
seluruh nama capres?

Ataukah mereka secara sengaja memunculkan
nama-nama tertentu dan menghilangkan nama yang
lain dalam penelitian untuk kepentingan tertentu?

Ada yang mencurigai lembaga survei tersebut telah
menjadi tunggangan capres tertentu untuk mendong-
krak popularitas. Ada pula yang menilai hasil survei
bahkan menjadi alat kampanye terselubung dari capres
tertentu.

Patut disayangkan apabila kecurigaan-kecurigaan
tersebut menjadi realitas. Implikasinya masyarakat
bisa menjadi apatis terhadap lembaga penelitian dan
ilmu pengetahuan.

Karena itu, penting lembaga survei memberi penje-
lasan transparan kepada publik tentang sebuah survei.
Termasuk, siapa yang membiayai.

Hal itu bertujuan menghindarkan hasil survei mem-
bentuk opini yang menyesatkan publik. Boleh-boleh
saja seorang capres melakukan survei untuk mengukur
tingkat keterpilihannya. Namun, menjadi tidak benar
apabila hasil survei kemudian dipublikasikan seolah
sebagai opini umum yang bebas pesanan.

Lembaga penelitian seharusnya tahu betul pen-
tingnya kredibilitas dan etika dalam penelitian. Lebih
mementingkan bisnis ketimbang kredibilitas sama
saja dengan bunuh diri. Lembaga survei tidak boleh
melacurkan fakta-fakta hanya untuk kepentingan
tertentu.

Lembaga
survei tidak
boleh melacurkan
fakta-fakta hanya
untuk kepentingan
tertentu.”
Silakan tanggapi

Editorial ini melalui:
mediaindonesia.com

PAUSE

Semangka dan Kesehatan

PENELITIAN terbaru Universitas
Kentucky, AS, mengungkapkan
semangka mampu mengurangi
risiko aterosklerosis (atheroscle-
rosis), yakni proses penumpuk-
an plak yang kemudian meng-
endap di dinding
- pembuluh darah
merah (arteri) yang
bisa mengakibatkan
penderitanya mening-
gal mendadak.

Dalam penelitian itu, tim
menggunakan tikus yang diberi minum jus semangka
selama delapan minggu. Setelah minggu kedelapan, tikus-
tikus itu memiliki berat badan lebih ringan dan sehat. “Ini
(semangka) banyak manfaatnya bagi kesehatan,” ujar
pemimpin penelitian, Dr Sibu Saha.

Di AS, aterosklerosis menjadi penyebab kematian terban-
yak. Hal tersebut diduga disebabkan buruknya pola makan
dan kurangnya berolahraga. Biasanya gejala baru terlihat
pada usia 40 tahun. (Sciencedaily /*/ X-5)

SENO

WAKTUNYA PETENIS
ASIA BICARA

Jika Peng Shuai menang di
pertandingan pertamanya,
juara bertahan Ana Ivanovic
dan Roberta Vinci bisa
menjegal petenis terbaik
kedua China itu.

Olahraga, Him 26
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UU Otsus

Papua
Mangkrak

Dikhawatirkan, banyak pejabat menangani
masalah Papua, tetapi tidak berlandaskan
UU Otonomi Khusus Papua.

KristanTYo WisNuBROTO

AHIRNYA UU No 21
Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Pa-
pua diharapkan da-
pat menyelesaikan masalah di
Papua. Namun setelah 10 tahun,
masyarakat Papua tetap mis-
kin, keamanan tidak terjamin,
ketidakadilan dan pelanggaran
hak asasi manusia terus terjadi.

Berlarutnya permasalahan di
Papua disebabkan pemerintah
pusat tidak menjalankan UU Ot-
sus tersebut. “Pemerintah bukan
hanya setengah hati, melainkan
tidak mau melandaskan pena-
nganan Papua berdasarkan Un-
dang-Undang Otonomi Khusus
Papua,” tegas Ferry Mursyidan
Baldan, mantan Ketua Pansus
RUU Otsus Papua, dalam sebuah
diskusi di Jakarta, kemarin.

Keamanan di Papua akhir-
akhir ini menjadi sorotan. Sela-
ma Oktober terjadi sejumlah
penembakan yang menewaskan
10 orang termasuk Kapolsek
Mulia, Puncak Jaya, Komisaris
Anumerta Dominggus O Awes.
Kasus penembakan oleh gerom-
bolan bersenjata hingga kini
belum terungkap.

Ferry menunjuk beberapa hal
yang tidak dilakukan pemerintah
pusat terkait dengan UU Otsus
Papua. Di antaranya pembentuk-
an komisi rekonsiliasi dan pe-
nanganan dugaan pelanggaran
HAM. Selain itu, penanganan
soal bagi hasil dan kontrak karya
yang mengeksploitasi Papua.

“Saya khawatir banyak pejabat
menangani masalah Papua tidak

berangkat dari UU Otsus Papua,”
kata Ferry lagi.

Dia menilai belum terlam-
bat untuk kem-
bali ke jalan
yang benar ?
karena UU
Otsus bisa e
menyele-
saikan ma-
salah Papua.

Anggota DPR
asal Papua Manuel Kaisiepo
(F-PDIP) juga merasakan hal
yang sama. Berbagai gejolak,
konflik, dan kekerasan di Papua
merupakan ekspresi kekecewaan
akibat UU Otsus tidak terlaksana
secara konsisten.

Saat UU itu dirancang, kata
mantan Menteri Negara Percepat-
an Pembangunan Kawasan
Timur Indonesia itu, semua
pihak menaruh harapan besar
karena isinya sangat baik dan
berupa konsensus politik yang
akan mengakhiri konflik-konflik
masa lampau di Papua.

Namun, setelah 10 tahun ber-
jalan dengan kucuran anggaran
sangat besar, otonomi belum
mampu membawa dampak yang
signifikan jika dilihat dari tingkat
kesejahteraan. Angka kemiskinan
di Papua, menurutnya, bahkan
sangat tinggi.

Tidak adanya dialog pusat dan
daerah menyebabkan aspirasi
daerah tidak terserap. Itulah
yang terjadi di Papua. Karenaitu,
Ketua Setara Institute Hendardi
mengusulkan agar Presiden Yu-
dhoyono turun langsung berdia-
log dengan rakyat Papua.

Kekecewaan karena masalah
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MEMPERTAHANKAN

PENANDA SEJARAH DI

KOTA MEDAN

Derasnya arus modernisasi
memaksa gedung tua siap digusur.
Padahal gedung tua merupakan

saksi lahirnya peradaban.

Fokus Nusantara,
Him 22-23
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RUSAK PIPA: Sejumlah warga membongkar dan merusak pipa
milik PT Freeport Indonesia di Mil 21, Timika, Papua, Senin
(817/10). Akibat perusakan pipa-pipa tersebut, PT Freeport
Indonesia menghentikan sementara aliran konsentrat emas,
perak, dan tembaga dari pabrik di Tembagapura menuju pabrik
penampungan di Pelabuhan Amamapare, Portsite.

Undang-Undang Otsus Papua

yang tidak Jalan

0 Pembentukan komisi rekonsiliasi
\__dan penanganan dugaan pelanggaran HAM.

e Bagi hasil dari kontrak karya.

Penjelasan Poin 1
Pasal 46

Penjelasan Poin 2
Pasal 34 ayat 3

(1) Dalam rangka pemantapan
persatuan dan kesatuan
bangsa di Papua, dibentuk
Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi.

b. Bagi hasil sumber
daya alam:

1) Kehutanan 80%
2) Perikanan 80%

(2) Tugas Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi:

a. Melakukan klarifikasi
sejarah Papua.

b. Merumuskan dan
menetapkan langkah-langkah
rekonsiliasi.

Papua
tidak juga selesai dilontarkan
penyanyi asal Papua Edo Kon-
dologit. “Kita punya pemimpin
enggak sih? Ngomong soal Papua
di DPR bagus, tetapi di lapangan
berbeda jauh,” tegasnya.

Ngotot mogok

Situasi di Papua, kemarin,
kondusif meski ribuan karya-
wan PT Freeport yang dikoordi-
nasi Pimpinan Unit Kerja Serikat
Pekerja Kimia, Energi, dan
Pertambangan Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia ngotot meng-
gelar mogok kerja di Check
Point 1 Mil 28, Timika.

Mereka meminta Polres Mi-
mika memberi ruang dan waktu
kepada pekerja untuk menyele-
saikan masalah hubungan in-
dustrial dengan manajemen
perusahaan hingga batas waktu
9 November 2011. (*/ Ant/X-4)

kristantyo@mediaindonesia.com

3) Pertambangan

umum 80%

4) Pertambangan
minyak bumi 70%

5) Pertambangan
gas alam 70%

Sumber:
UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua
GRAFIS: TIYOK

Pemasangan

Iklan & Customer
Service:

0215821303

No Bebas Pulsa:
08001990930

e-mail:
cs@mediaindonesia.com

Rp2.900/eks

(dli luar P. Jawa
Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan
(dli luar PJawa

+ ongkos kirim)

JK Minta
Vote
Komodo
Jangan
Diganggu

DUTA Besar Komodo Jusuf Kalla
(JK) yakin Pulau Komodo dapat
memenangi ajang New 7 Won-
ders of Nature pada 11 Novem-
ber mendatang. Melalui pesan
singkat, JK menyatakan, “Yakin
menang, asal tidak diganggu.”

Pernyataan JK itu keluar terkait
dengan munculnya polemik yang
mengendurkan dukungan atas
kampanye pemenangan Pulau
Komodo dalam ajang tersebut.

Pemerintah melalui pengacara
Todung Mulya Lubis menyatakan
mencabut dukungan atas keikut-
sertaan Pulau Komodo dalam
kompetisi itu. “Pencabutan telah
lama dilakukan dan waktu itu
Jero Wacik (menteri kebudayaan
dan pariwisata) telah jumpa
pers dan otomatis pemerintah
tidak lagi mendukung peme-
nangan Komodo,” ujar Todung,
kemarin.

Kemenbudpar yang

tidak kredibel.
Sudahlah, jangan saling
mempermalukan.”

Jusuf Kalla
Duta Besar Komodo

Senada dengan Todung, Kepala
Divisi Humas Kementerian Pari-
wisata dan Ekonomi Kreatif
Sutaryanto menyatakan keikut-
sertaan Pulau Komodo dalam
ajang New 7 Wonders of Nature
tidak diorganisasi Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Partisipasi pulau tersebut sepe-
nuhnya ditangani pihak-pihak
independen.

Saat menanggapi hal itu, JK
mengatakan ia berani menjamin
dukungan pemerintah justru
kian besar, salah satunya ialah
pernyataan Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono yang mengim-
bau masyarakat terus mendu-
kung Pulau Komodo.

Munculnya polemik itu, menu-
rut]JK, disebabkan tidak kredibel-
nya Kementerian Kebudayaan
dan Pariwisata (Kemenbudpar)
pimpinan Jero Wacik saat peng-
ambilan keputusan pencabutan
dukungan. “Kemenbudpar yang
tidak kredibel. Sudahlah, jangan
saling mempermalukan. Presi-
den sendiri telah menyatakan
dukungan penuh. Intinya itu,”
tegas JK.

Pada bagian lain, sedikitnya
2,000 orang usia lanjut melakukan
vote Komodo secara bersamaan di
Kupang, Nusa Tenggara Timur,
kemarin. (HZ/PO/*/X-9)

[ sank BRI

MAplapani Dongsn Setulus Hati

Kred.it
uvkMBRI
Manfaatkan Ragam Layanan Kredit dari BANK BRI
untuk Kemajuan Usaha Anda

Segara kunjungi Kantor BANK BRI terdekat !
atau hubungi Call BRI 14017, 021 500-017, 021 57-987-400
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Kesahihan Metode Lembaga Survei Dipertanyakan

KESAHIHAN metode lembaga-
lembaga survei yang belakangan
ini sibuk dengan survei calon
presiden dipertanyakan. Hal itu
terkait dengan hasil survei yang
dipublikasikan kerap memuncul-
kan kontroversi.

“Yang kita pertanyakan adalah
metodologinya. Kita memerlu-
kan klarifikasi metode yang digu-
nakan lembaga-lembaga survei,”
ujar pakar sosiologi UGM Tadjud-
din Noer Effendi, kemarin.

Satuhal yang menjadi pertanya-

an ialah metode pengambilan
sampling. “Bagaimana menarik
sampling yang menggambarkan
populasi, kita tidak pernah tahu.
Jumlah (sampling) dari Pulau
Jawa seharusnya lebih besar kare-
na 57% penduduk ada di Jawa.
Lalubagaimana mereka menarik
sampel dari pulau lainnya. Itu
harus dilakukan proporsional.”
Apalagi, sampling yang diambil
lembaga survei kerap berkisar
antara 1.000 dan 2.000 responden.
“Bagaimana mendapatkan 2.000

MI/SULIATIONO
Tadjuddin Noer Effendi
Pakar sosiologi UGM

responden itu? Ini seharusnya
dilakukan ketat, persebarannya

harus mencerminkan Indonesia
keseluruhan. Karena kalau sam-
plingnya salah, hasilnya pun
tidak mewakili populasi.”

Selain itu, lanjutnya, ia mem-
pertanyakan apakah kuesioner
yang disebar kepada responden
melalui pengujian terlebih dahu-
lu. “Kalau daftar pertanyaannya
tendensius dan diarahkan, arti-
nya tidak bisa dianggap bobot
akademisnya tinggi. Setiap perta-
nyaan itu harus diuji.”

Pada bagian lain, peneliti Ul

Hamid Basyaib mengatakan
lembaga survei sudah sepatutnya
mencantumkan sponsor mereka.
“Hal yang terpenting dari rilis
lembaga survei yaitu transpa-
ransi. Mereka perlu mencantum-
kanjuga siapa yang membiayai,”
kata Hamid.

Hamid mengingatkan survei
merupakan bagian dari pene-
litian. Namun, saat ini sudah
banyak survei yang tidak inde-
penden karena telah dijadikan
bisnis. (Wta/Mad/ Fid/X-5)
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Bukan hanya di DPR
SAYA kira cuma di gedung DPR yang main jegal.
Pepen Kusniardi

Karena Dengki
KARAKTER orang Indonesia saling jegal dengan
saudara sendiri. Iri dengki adalah suatu hal yang
biasa.

Kaka Ingin Ctiya

Jegal Saja
JEGAL saja, peduli amat. Masak gerakan mendukung
harus bayar, coba dari awal digratiskan, Pak, pasti
banyak yang dukung. Jangan cari keuntungan.

Juli Hidayat Lalu

Saling Jegal
SALING jegal melulu, pantas komodo ada yang mati,
tekanan batin mungkin.

Aisyah Aisyeh

Tetap Mendukung
TIDAK peduli seperti apa orang mencela, aku akan
tetap mendukung komodo.

Trie Vendyanti

Seperti Politik
POLITIKUS yang mendukung, ya saling jegal deh
seperti politik.

Frans Liando

Promosi Wisata

AY O kita dukung agar Indonesia bukan hanya dike-

nal karena Bali, melainkan juga karena banyak daerah

wisata lainnya, salah satunya Pulau Komodo.
Fadrie Gunawan

INTERUPSI

Vote Komodo Hendak Dijegal ~
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PENGANTAR

MULAI kemarin hingga pekan depan, Panitia
Pemenangan Komodo bersama Duta Besar
Komodo Jusuf Kalla menggelar Pekan Vote
Komodo Nasional. Kegiatan itu diharapkan
mendongkrak perolehan voting Pulau Ko-
modo menjadi salah satu dari tujuh keajaiban
dunia.

Namun, di tengah gencarnya kampanye dan
kian dekatnya pengumuman pemenang ajang
New 7 Wonders of Nature pada 11 November
2011, berita miring muncul. Beredar kabar

bahwa status keajaiban dunia yang dipegang
New 7 Wonders tidak diakui.

Ketua Pendukung Pemenangan Komodo
Emmy Hafild menyesalkan berita tersebut. “Itu
terlalu mengada-ada. New 7 Wonders memang
tidak ada hubungannya dengan UNESCO. Tapi,
ia tercatat sebagai anggota PBB office of part-
nership di bawah Sekjen PBB. Jadi, posisinya
ada di atas UNESCO,” terang Emmy, Senin
(31/10) (Umum, him 1, 1/11).

Berikut tanggapan pembaca.
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Hargai JK
MARILAH kita mengapresiasi kerja Pak Jusuf Kalla
dalam meningkatkan serta mempromosikan Indo-
nesia, salah satunya melalui vote komodo. Semoga
sukses!

Lembaga Generasi Indonesia

Tidak Memaksa
TIDAK memaksa kok. Tinggal vote saja lah, tidak rugi
kok, lebih murah daripada sebatang rokok.

Semar Cupuning Alam

Bangga Indonesia
TIDAK mau ambil pusing. Yang penting, saya se-
bagai warga negara Indonesia, negara yang sangat
saya cintai ini, saya akan selalu dukung keunikan
dan kekayaan alam kita dan sangat senang kalau
seluruh dunia dapat mengetahui betapa luar biasa
indahnya negara ini.

Yohanes Enzelin Milanisti

Patriotisme
TERUS dukung komodo sebagai bukti rasa patriotis-
me masih tertanam di dada kita.

Asan Arnasan

Jalan Terus
JANGAN takut Pak Kalla, biasa tukang jegal mau
numpang ngetop saja. Jalan terus.

Santoso Aja

Semakin Terkenal
YANG penting komodo semakin terkenal di dunia
dan orang Indonesia bangga punya itu.

Jeffry Aswin Hartanto
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Bukan Penentu
BUKAN lembaga survei yang menentukan
capres 2014 mendatang! Tetapi rakyat!

Musa Siregar

Introspeksi Saja

POLITIKUS muda dan capres saling tuding.

Merasa paling benar dan yang lain salah. Lebih

baik introspeksi saja dan perhatikan kondisi

rakyat daripada ribut bahas kepentingan sendiri.

Mendingan ribut bahas kepentingan rakyat.
Abdussyukur Al Josha

Tidak Kredibel

LEMBAGA survei saat ini sudah habis penga-

ruhnya, sebab hasil survei mereka tidak meng-

hasilkan pemerintahan yang kredibel.
Haerudin Tea

Semua Bisa Dibeli
MAKLUMLAH apa sih yang tidak bisa dibeli
di Indonesia.

Taubk Plur Hidayat

Alibi Politik
MENGUMBAR nasionalisme, sebagai alibi
politik.

El Markus Andhika Marciano Toding

Berpihak pada Rakyat
TUA dan muda itu sunatullah. Terpenting ada-
lah keberpihakan yang jelas dalam mengelola
negara ini.

Silahudin Din

BERITA UTAMA
Lembaga Survei Alat Kampanye Capres

[donesia Qo) s =

emuda
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PENGANTAR

PARA politikus muda kebakaran jenggot. Me-
reka meradang karena hasil survei menyebut
kualitas politisi muda buruk. Para politikus
muda pun menyerang balik dengan menuding
lembaga survei bagian dari tim kampanye calon
presiden tertentu.

“Sekarang ini lembaga survei sudah menjadi
bagian dari tim kampanye. Kalau lembaga survei
menjadi bagian dari tim kampanye seseorang,
tentunya untuk kredibilitas dari lembaga sur-

vei itu tidak perlu kita menaruh hormat terlalu
tinggi. Kita anggap lucu-lucuan saja,” kata Wakil
Ketua DPR Pramono Anung, 48, di Jakarta,
Senin (31/10).

Fungsionaris PDIP itu menanggapi hasil survei
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menyebut
politisi muda dipandang sebelah mata dalam
bursa calon presiden (capres) pada 2014 (Media
Indonesia, 31/10) (Berita utama, him 1, 1/11).

Berikut tanggapan pembaca.

Rakyat sudah Cerdas
JANGAN marah wahai orang muda. Tunjukkan
karyamu yang bermanfaat buat rakyat. Rakyat
itu tidak bodoh, mereka kian cerdas dalam
memilih.

Abah Eka

Survei Pesanan
SURVEI kan dibayar, jadi tidak perlu diambil
pusing dah!

Frans Liando

Belum Matang
YANG muda memang belum matang, mereka
belum siap secara mental.

Kaka Ingin Ctiya

Membodohi
ORANG bodoh yang memercayai hasil survei.
Semar Cupuning Alam

Tidak Bisa Dipercaya
SURVEL...survei...apa? Itu semua hanya pesanan,
tidak ada yang bisa dipercaya lagi di negara
ini.

Redi Sukman

Aksi Nyata

POLITIKUS muda kenapa mesti meradang? Me-

mang apa realisasi kerjamu selama ini? Adakah

yang bermanfaat untuk rakyat, selain tampil

di media sekadar untuk cuap-cuap, sama saja

dengan politisi tua (bicara tanpa aksi nyata).
Fadrie Gunawan

Tetapkan
JANGAN hanya ditangguhkan, tetapi ditetapkan
agar menjadi keputusan yang permanen dalam
suatu sistem hukum yang jelas di Indonesia.

Leni Nurmiyanti

Ada yang Kecewa
WAMH, pasti ada yang kecewa, tapi tenang toh masih
bisa jalan-jalan.

Semar Cupuning Alam
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Perlakukan Adil
APA pun kesalahannya, perlakukanlah dengan adil,
jangan sampai melanggar HAM.

T Astrid Ingin Dicintai

Apa Bedanya?

KALAU Menkum dan HAM memberi remisi sama

dengan kinerja Menkum dan HAM yang lama dong.

Kalau begitu apa bedanya reshufl® atau tidak?
Rusmin Toboali

Hukum Berat
HUKUM seberat-beratnya bagi pejabat yang korup
tanpa tebang pilih, karena ini menyangkut hak rakyat
yang dicuri pejabat yang nakal dan tidak bertang-
gung jawab.

Ferdy Adink Yulian

Selera Penguasa
BAGAIMANA kepastian hukum akan terwujud
di Indonesia sebab bikin pusing kepala karena
peraturannya sering berubah sesuai dengan selera
penguasanya.

Haerudin Tea

POLKAM

Terpidana Cek Pelawat
Batal Bebas Bersyarat

MI/M IRFAN

PENGANTAR

SEPULUH terpidana kasus cek pelawat, Senin
(31/10), batal mendapatkan status bebas ber-
syarat. Itu karena Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Menkum dan HAM) Amir Syamsud-
din menyatakan pihaknya sudah menetapkan
bahwa hal itu sementara ditangguhkan.
Kesepuluh terpidana tersebut adalah para
politikus Partai Golkar, Paskah Suzetta, Baha-
rudin Aritonang, Boby Suhardiman, Anthony
Zeidra Abidin, Ahmad Hafiz Zawawi, Martin

Bria Seran, Asep Ruchimat Sudjana, Teuku Mu-
hammad Nurlif, Reza Kamarullah, dan Hengky
Baramuli.

“Selama jabatan saya dengan Pak Wakil
Menteri (Denny Indrayana), belum pernah saya
menyetujui pembebasan bersyarat kecuali Agus
Condro,” tegas Amir di kantor Kemenkum dan
HAM di Jakarta Selatan, Senin (31/10) (Selekta,
him 16, 1/11).

Berikut tanggapan pembaca.

Tidak Adil
KELIHATAN moratorium adalah untuk menjegal
lawan politik. Apa ini adil di mata keadilan?

Bams Natalie

Sama Saja
REMISI tidak remisi sama saja uang hasil korupsi
masih bisa dipakai.

Pangseno Aan Mn Hamal

Ironis
CURI ayam langsung diganjar hukuman 1,5 bulan
tanpa syarat, langsung masuk bui.

Achmad Madjakar
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Tegas Dong
BUAT Menkum dan HAM tegas sedikit dong dalam
menegakkan keadilan di negeri ini. Masak sedikit-
sedikit bebas, sedikit-sedikit dikasih remisi. Coba
kalau yang terkena hukuman orang kecil, mana bisa
cepat-cepat bebas. Sudah jelas koruptor itu kesalah-
annya besar, masih saja dikasih remisi dan bebas
bersyarat. Hukum penjara seumur hidup agar para
koruptor merasakan akibat dari perbuatannya.
Abdussyukur Al Josha
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Tambahkan Hukumannya
TAMBAHKAN lagi hukumannya, Pak. Sikat seluruh
hartanya, biar jadi gembel.

Jufri Suhenda

Pencitraan
HEHEHE....Rupanya pencitraan masih belum habis,
ini hasil reshufleyang nyata.

Asan Arnasan




